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KATA PENGANTAR

Buku ini adalah sebuah Bunga Rampai yang disusun di 
saat rivalitas antara China, Jepang, dan India tengah menguat 
di tingkat global dan kawasan, dibayang-bayangi oleh peran 
yang gamang dari negara adidaya AS. Buku ini menganalisis 
realitas perkembangan politik, ekonomi, dan keamanan setelah 
berakhirnya Perang Dingin di beberapa mandala dunia, seperti 
Asia Tenggara dan Asia Timur, dan secara lebih spesifik di Laut 
China Selatan, Laut China Timur, dan Samudra Pasifik dan 
Samudra Hindia. Berbagai perspektif yang digunakan diharapkan 
dapat menghadirkan pembaca dengan informasi dan pemahaman 
yang lebih lengkap dan kompehensif. Demikian pula, dengan data 
terkini dan detail yang disajikannya.

Buku ini disusun dari hasil riset bersama para penulisnya 
dalam sebuah riset kepustakaan dan lapangan kelompok, yang 
dipimpin penyunting. Untuk dapat memberikan pengantar dan 
penjelasan yang baik ke arah pembahasan yang mendalam, 
penyunting telah memberikan kontribusi tulisannya, baik di 
bagian Prolog maupun Epilog buku ini. Hasil penelitian dan tulisan 
yang lebih mendalam diberikan oleh masing-masing penulis buku 
ini, sebagai bagian dari tim riset dalam rentang waktu sejak awal 
hngga akhir tahun 2016. Sudah tentu, penyunting dan masing-
masing penulis buku ini menyadari keterbatasan informasi dan 
analisis yang mereka miliki dan lakukan, karena keterbatasan 
kesempatan yang mereka miliki dan kesulitan realistis yang 
mereka hadapi. Namun, seperti sebelumnya, biarlah semuanya 
ini kembali menjadi tanggung jawab profesional penyunting dan 
semua penulis atau kontributor buku ini. 
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Misi utama buku ini sendiri adalah menyediakan informasi 
dan penjelasan yang komprehensif mengenai perkembangan 
realistis di tingkat global dan kawasan. Penyunting dan para 
penulis buku ini mengharapkan para pembacanya, tidak hanya 
khalayak secara umum, namun juga para intelektual pengambil 
keputusan dan pembuat kebijakan di tingkat nasional, dapat 
memahami betapa pentingnya perkembangan lingkungan stategis 
yang terjadi dan cepat berubah. Mereka juga diharapkan dapat 
lekas memahami implikasi kritis berbagai perkembangan dan 
perubahan itu terhadap nasib negara dan bangsa di masa depan, 
dalam jangka pendek dan panjang.

Patut diakui, semula perhatian serius hanya diberikan pada 
eksistensi, pertumbuhan kinerja, dan rivalitas China dan Jepang. 
Tetapi kemudian, para periset dan sekaligus penulis buku ini 
menyadari India tidak dapat disepelekan, dan bahkan, diabaikan 
begitu saja kehadiran dan perkembangannya dewasa ini dan di 
masa depan, di tingkat global dan di berbagai kawasan. Sebagai 
konsekuensinya, riset dan analisis kemudian memasukkan faktor 
India sekaligus dalam satu bahasan yang tidak terpisahkan. Di 
parlemen, China sendiri dapat dikatakan sebagai negara dengan 
kepentingan yang tinggi dan begitu agresif dalam berbagai 
aktivitasnya berupaya memengaruhi proses pembuatan kebijakan 
publik di sana, sebagaimana halnya yang telah diperlihatkan para 
aktor kebijakan negara tersebut di tingkat pemerintahan. Jepang 
tampak mulai ikut aktif dalam perkembangannya kemudian, 
agar tidak ketinggalan dari China. Sedangkan India bergerak 
belakangan dan tampak perlahan mengikuti kemampuan kondisi 
domestik untuk menopangnya dan kepentingan internasional 
yang harus dikejarnya. Indonesia jauh lebih lamban lagi bergerak, 
karena ia masih gamang menempatkan diri agar dapat memainkan 
posisinya secara tepat.
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Fokus bahasan dan tingkat kedalaman diskusi dan analisis 
memang berbeda dalam satu tulisan dengan tulisan lainnya. 
Karena, perisetnya diketahui, memiliki ketertarikan dan 
kepentingan pada obyek riset yang berbeda. Demikian halnya, 
tingkat keberagaman sumber data yang digunakan bisa juga 
berbeda. Namun, pada dasarnya, metodologi dan (sumber) 
data standar yang dipakai adalah sama. Memang diakui, di sisi 
lain, ada informan yang tidak terwawancarai. Ini disebabkan 
persoalan ketersediaan waktu wawancara yang tidak tepat atau 
bertabrakan. 

Isu kebangkitan Indonesia sebagai pendatang baru dalam 
kalangan pemain utama di tingkat global dan kawasan juga masih 
kontroversial, atau secara terus terang, ada yang meragukannya. 
Namun, terlepas dari kondisi ekonominya yang masih rentan 
gejolak akibat pengaruh perkembangan dalam dan luar negeri, 
Indonesia, seperti halnya India, tidak bisa disepelekan, apalagi 
diabaikan sama sekali, kehadiran dan perannya. Faktor-faktor 
geografis, seperti letaknya yang sangat strategis di posisi silang, 
di antara dua benua (di antara Benua Asia dan Australia) dan dua 
Samudra (Samudra Pasifik dan Hindia), luas wilayah, kekayaan 
Sumber Daya Alam (SDA), serta faktor-faktor demokrafis, seperti 
jumlah penduduk (sebagai keempat terbanyak di dunia setelah 
China, India, dan AS), tingkat keberagaman dan toleransinya 
yang tinggi, telah membuat Indonesia dengan Produk Domestik 
Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonominya yang masih dinamis 
dan relatif tinggi (di atas 5 persen setiap tahun), sebagai negara 
yang harus diperhitungkan akan hadir sebagai kekuatan (besar) 
baru dalam dinamika tatanan rivalitas major powers yang 
ada dewasa ini. Masalahnya, tinggal bagaimana Pemerintah 
Indonesia dapat memimpin, mengelola, dan mengendalikan 
negeri ini dalam realitas dinamika yang berlangsung, sehingga 
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ia tidak menjadi mandala perebutan kepentingan major powers, 
tetapi dapat menunjukkan eksistensi dan memainkan perannya 
sebagai faktor atau negara yang memang harus benar-benar 
diperhitungkan.

Jakarta, September 2016
Penyunting,

Poltak Partogi Nainggolan
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P R O L O G
 

Implikasi luas akibat persaingan negara-negara yang 
merupakan kekuatan baru Asia, tidak bisa diabaikan begitu saja, 
atau dianggap sebagai hal sepele, oleh Indonesia. Karena, ia akan 
merubah hubungan baik antar-negara yang sudah lama terbangun, 
misalnya antara China sebagai raksasa ekonomi pendatang baru 
dengan Jepang yang sejak lama dalam beberapa dasawarsa telah 
menjadi investor asing utama di Indonesia, yang bersama-sama 
dengan Taiwan dan Korea Selatan, juga telah menjadi negara-
negara industri baru (Newly Industrialized Countries –NICs) di 
Asia. Ini belum memperhitungkan implikasi dan komplikasinya 
lebih luas dalam hubungan Indonesia dengan kekuatan baru Asia 
lainnya, seperti India. 

Beberapa pertanyaan muncul dalam buku ini, yakni: 
bagaimana persaingan kepentingan China dan Jepang di kawasan, 
terutama di Indonesia, dan implikasinya terhadap kepentingan 
Indonesia? Bagaimana pula kepentingan keamanan Jepang di 
kawasan dan implikasi serta respons Indonesia terhadapnya? 
Apakah Indonesia akan melihat kehadiran militer Jepang sebagai 
sebuah ancaman? Lalu, hubungan seperti apa yang harus 
dikembangkan Indonesia dengan Jepang dalam konteks keamanan 
kawasan?  

Juga dipertanyakan dalam buku ini, bagaimana kerjasama 
India–Jepang di bidang maritim dan implikasinya terhadap 
kepentingan maritim Indonesia? Bagaimana India dan Jepang 
menempatkan Indonesia dalam kerangka kebijakan maritimnya, 
serta apa yang perlu dilakukan Indonesia untuk menjaga 
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kepentingan maritimnya di tengah peningkatan kerjasama bidang 
maritim antara India dan Jepang? Selanjutnya, perlu dipertanyakan 
bagaimana respons Indonesia menghadapi peningkatan investasi 
Jepang ke Indonesia, dan sebaliknya, bagaimana Jepang melihat 
Indonesia sebagai negara tujuan investasi? Apa strategi yang 
dipersiapkan Indonesia dalam menghadapi arus investasi yang 
datang dari negeri sakura tersebut? Apa upaya yang dilakukan 
Indonesia-Jepang dalam kerjasama yang dilakukan kedua negara 
untuk meningkatkan hubungan bilateral mereka secara lebih luas? 

Penelitian mengenai sikap Indonesia di tengah-tengah 
kebangkitan China, Jepang dan India dibutuhkan untuk 
memetakan permasalahan dan konflik kepentingan yang muncul 
dalam hubungan di antara negara-negara itu, beserta implikasinya 
di kawasan. Mengingat perkembangan kawasan Asia Tenggara 
kian dinamis dengan munculnya ketiga negara adidaya tersebut, 
penelitian ini juga bertujuan melakukan penilaian sejak dini 
mengenai bagaimana seharusnya hubungan Indonesia dengan 
ketiga negara adidaya baru itu dikembangkan. Dengan demikian, 
konflik yang dapat berdampak negatif pada perkembangan  
ekonomi, politik, dan keamanan di kawasan dikelola dengan 
bijak, sehingga upaya menciptakan kawasan Asia Tenggara yang 
stabilitasnya terjaga dapat terus diciptakan. Kemudian, kawasan 
ini dapat menjadi penggerak yang dapat mendorong pertumbuhan 
ekobnomi di kawasan-kawasan lain, dari cengkeraman krisis 
ekonomi global selama ini. Jadi, nantinya, Indonesia, China, India, 
dan Jepang, dapat diharapkan kehadairan dan perannya sebagai 
penggerak pertumbuhan perekonomian global.

Penulisan buku ini tentu saja berguna bagi para anggota 
parlemen. Dengan kata lain, ia dapat dimanfaatkan secara 
maksmal oleh para anggota DPR RI untuk membantu mereka 
dalam menjalankan fungsi representasi, baik di bidang legislasi, 
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anggaran, maupun pengawasan. Jadi, hasil penelitian ini dapat 
dimanfaatkan tidak hanya oleh Komisi-komisi terkait, seperti 
Komisi I yang berhubungan dengan masalah luar negeri dan 
keamanan, namun juga oleh komisi-komisi perhubungan dan 
infrastruktur, serta ekonomi, industri, dan anggaran, termasuk 
yang menangani masalah (BUMN) dan akuntabilitas keuangan 
negara.
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RIVALITAS CHINA, JEPANG, DAN INDIA DI 
KAWASAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP 

KEPENTINGAN INDONESIA1

Oleh: Poltak Partogi Nainggolan

1	 Disusun dari hasil penelitian lengkap tahun 2016; penelitian awal 
dipublikasikan dalam Analisis CSIS, Kuartal Kedua 2016, Vol. 45, No.2. 
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I.	 Beragam peluang pada banyak komponen
Tantangan pertama bagi Indonesia maupun Jepang adalah 

bagaimana mempertemukan berbagai peluang untuk memperkuat 
jalinan di antara lembaga riset, pelaku usaha, dan masyarakat 
demi membawa keuntungan bagi kedua negara. Jika hal ini 
tidak dilakukan, negara lain dapat berlomba untuk berinvestasi. 
Langkah tersebut tentunya berakibat positif bagi Indonesia, 
tapi kemungkinan tidak dengan Jepang yang dapat menilai jika 
persaingan terus tumbuh di Indonesia artinya Indonesia harus 
menentukan sikap, siapa yang akan dipilih. Sementara, Indonesia 
saat ini sedang memasuki tahapan pembangunan yang tidak lagi 
mengandalkan pada bahan mentah dan buruh murah. Indonesia 
memasuki tahap pembangunan yang harus lebih bertumpu 
pada pengetahuan, inovasi, serta kreativitas sebagai sumber 
pertumbuhan ekonomi. Pada tahap ini banyak tantangan yang 
harus diatasi. Salah satu cara mengatasi berbagai tantangan 
itu adalah dengan melakukan kerjasama produktif dengan 
negara-negara yang lebih maju di bidang teknologi. Sementara 
negara-negara yang lebih maju dapat memperoleh manfaat dari 
kerjasama penelitian terkait langsung dengan potensi perluasan 
perdagangan dan investasi di Indonesia.

II.	 Meningkatkan infrastruktur
Salah satu tantangan yang dihadapi untuk menarik 

investor asing guna penanaman modal adalah belum meratanya 
ketersediaan infrastruktur sebagai dasar penunjang investasi. 
Hal ini pun terjadi di antara antar-Kabupaten/Kota di wilayah 
provinsi.3 Pemerintah Indonesia perlu memacu pembangunan 
infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
Kebutuhan pembangunan infrastruktur akan semakin meningkat 
seiring dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi. Kebutuhan 

3	 Wawancara dengan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, SE., MM, di 
Mentawai Sumatera Barat, 21 April 2016.
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akan infrastruktur semakin kuat dan dapat mencapai dua hingga 
tiga kali lipat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi 
dunia. 

Untuk Indonesia sendiri, peningkatan infrastruktur menjadi 
komponen utama dalam upaya pemerintah untuk menarik 
investasi yang lebih besar guna meningkatkan ekonomi dan daya 
saing. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas penting yang 
terus dilakukan. Namun tidak akan mudah mengingat berbagai 
tantangan serta hambatan yang harus dihadapi mulai dari 
masalah pendanaan hingga persoalan teknis yang ada di lapangan. 
Dari sisi pendanaan, sebagai contoh, alokasi infrastruktur dalam 
postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai 
masih dibawah standar yang diharapkan. Sedangkan kemampuan 
APBN semakin terbatasi oleh beban subsidi yang sangat besar dan 
penjatahan APBN melalui undang-undang sektoral. Walaupun 
demikian, masih ada harapan akan peningkatan pembangunan 
infrastruktur. Upaya tersebut harus diimplementasikan dengan 
tata kelola yang baik melalui penerapan good governance. Apabila 
tata kelola pemerintah berlangsung baik, maka pemerintah tidak 
akan kesulitan dalam mengelola pendanaan, sehingga tidak 
rawan terjadinya korupsi. Dengan adanya good governance pada 
pembangunan infrastruktur, hambatan pendanaan tidaklah 
menjadi permasalahan. 

III. 	 Menciptakan situasi kondusif
Situasi yang kondusif adalah kunci dan modal dasar dalam 

menggaet investor agar menamkan modalnya di Indonesia.4 
Pemilu 2014 yang berlangsung secara damai dan kondusif di 
Indonesia dinilai menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor 
untuk mau berinvestasi karena hal tersebut merupakan faktor 

4	 Linda Low, ASEAN Economic Cooperation and Challenges, Singapore: ISEAS 
Publications, 2004: 55.
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penting yang harus dipenuhi dalam menciptakan iklim investasi 
yang baik. Indonesia perlu menjaga diri agar tetap kondusif untuk 
investasi. Terjaganya keamanan menjadi hal penting mengingat 
apa yang ingin dicita-citakan sebagai investor kembali kepada 
memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut tidak dapat 
tercapai tanpa adanya kerja keras semua pihak. Situasi kondusif 
yang diciptakan seluruh komponen masyarakat akan berbuah 
pada pesatnya pembangunan dan pertumbuhan investasi. 

Pemerintah hendaknya senantiasa gencar dan gigih 
menghimbau seluruh komponen masyarakat agar menjaga 
keamanan secara stabil. Ditambah lagi situasi politik yang kondusif 
memang menjadi salah satu faktor penting untuk menarik 
investasi di dalam negeri karena para investor membutuhkan 
kemanan dan kepastian usaha di dalam negeri. Selain pada kondisi 
politik, transparansi, akuntabilitas serta good governance menjadi 
pertimbangan bagi negara investor untuk menarik mereka 
berinvestasi. Situasi yang sedemikian rupa juga mendukung 
investor Jepang untuk tetap berkeinginan investasi di sektor 
lainnya yaitu pelabuhan, walaupun China telah memenangkan 
proyek kereta cepat Bandung yang akan berlangsung.

IV. 	 Membangun kebijakan investasi yang lebih ramah	
Semenjak Jokowi terpilih menjadi Presiden Indonesia tahun 

2014, rakyat memiliki harapan yang besar. Pemerintahan yang 
baru diharuskan agar dapat menjaga dan membuat iklim investasi 
di tanah air menjadi lebih baik. Iklim investasi tidak hanya 
meliputi sektor keamanan saja namun juga dalam hal memberikan 
kemudahan izin usaha. Pemberian izin usaha juga harus 
dibenahi agar tidak terlalu berbelit dan juga dapat memberikan 
kemudahan berinvestasi di dalam negeri melalui sistem satu 
pintu sehingga dapat mempercepat proses perizinan usaha. 
Terutama, untuk investasi sektor infrastruktur karena pada saat 
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ini Indonesia memerlukan investasi pembangunan infrastruktur 
untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi pasar global. 
Kebijakan pemerintah yang bersifat restriktif dapat menyebabkan 
terjadinya penurunan perkembangan persetujuan penanaman 
modal asing.5 Hal ini seharusnya dapat diminimalisir, sehingga 
kepercayaan para investor juga menjadi semakin bertambah.

Saat ini masih terdapat beragam peraturan pemerintah yang 
bertentangan. Sebagai contoh adanya perundang-undangan yang 
sudah lama No. 25 Tahun 2007 tetapi terhambat oleh perizinan, 
selain itu tidak equivalen dengan kementerian. Koordinasi belum 
tertata rapi. Sebagai contoh ada investor yang ingin membuka 
toko dutyfree di bandara yang sudah mengantongi izin dari BKPM. 
Tetapi toko tidak bisa dibuka karena tidak adanya izin yang melalui 
Kemenkeu dan Kemendag. Oleh karenanya, dalam diplomasi 
ekonomi yang sekarang dijalankan, hendaknya memperbaiki 
dulu perizinan-perizinan yang sudah ada. Selain pada tumpang 
tindihnya peraturan, keberadaan BKPM yang belum merata 
dirasakan perlu sehingga kantor BKPM yang belum tersedia perlu 
dikaji ulang. Dengan adanya BKPM serta Kantor Perizinan Satu 
Pintu yang tersedia di kabupaten atau kota dapat menjadikan 
kemudahan bagi kepengurusan investasi. 

Agar Indonesia tetap menjadi tujuan utama negara di 
dunia, harus dibarengi dengan kebijakan yang ramah investasi. 
Jepang agak sulit menyesuaikan dengan kebijakan tender yang 
dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sehingga China cenderung 
menang. Hal ini disebabkan cara kerja secara matang dan 
terencana yang dilakukan Jepang. Sedangkan China berbeda 
dimana bekerja dengan tidak memerlukan waktu lama. Jepang 
selalu merencanakan matang-matang sebelum berinvestasi, 

5	 Suparji, Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia, Jakarta: Universitas Al 
Azhar Indonesia, 2110: 25.
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misalnya dalam infrastruktur bahkan dalam waktu 30 tahun 
sekaligus. Tetapi jika hanya dalam waktu satu hingga dua bulan, 
waktu tersebut tidak cukup sehingga Jepang cenderung tidak 
melaksanakan tender.6 Alhasil ini pula yang menjadi tantangan 
bagi kedua Negara dalam berdiplomasi untuk kerjasama ekonomi.

Kembali pulihnya situasi politik dan prospek ekonomi dalam 
negeri membuat investasi asing ke dalam negeri kembali bergeliat. 
Serangkaian kunjungan kenegaraan dan pertemuan bilateral 
umumnya membahas isu-isu yang terkait dengan perdangan dan 
investasi. Tidak jarang jika presiden Indonesia berkunjung ke 
negara investor untuk berusaha meyakinkan para pengusaha luar 
negeri untuk mau menanamkan modal di tanah air. Puncak pada 
kunjungan kenegaraan adalah dilakukannya penandatanganan 
nota kesepahaman antar-negara. Dari sinilah akan tampak 
keberhasilan presiden Indonesia dapat meyakinkan para investor 
atau pengusaha luar negeri untuk berinvestasi ke Indonesia. 
Kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia baik yang 
bersifat bilateral, regional maupun internasional tentunya akan 
memberi dampak bagi perekonomian Indonesia. Dampaknya 
antara lain meningkatkan keuangan negara, meningkatkan daya 
saing ekonomi, menambah devisa negara, serta meningkatkan 
investasi. 

Pemerintah mempunyai target-target investasi dari sektor 
makro ekonomi, namun sayangnya target investasi asing sering 
meleset. Untuk meminimalisir hal tersebut, kerjasama antar 
Kementerian terkait seperti Kemlu untuk berpromosi atau menarik 
investor telah dilaksanakan dan berjalan sangat bagus. Kegiatan 
ini dapat terus dilakukan dan ditingkatkan melalui Trade Tourist 
Investment (TTI). Dalam berpromosi tentunya harus ada input 

6	 Wawancara dengan Takonai Susumu, Kedutaan Besar Jepang untuk 
Indonesia, di Jakarta, 11 Maret 2016.
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dan output yang seimbang. Hal ini tidak hanya dilakukan BKPM, 
namun juga Kementerian seperti Pariwisata serta Pekerjaan 
Umum, Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri selalu memberi 
sambutan bagus untuk menarik investor melalui promosi dan 
pameran. Namun yang terpenting dari upaya tersebut adalah 
pada saat investor datang ke daerah yang memang sudah siap, 
daerah tersebut mampu menarik serta memperlihatkan apa yang 
akan diinvestasikan.7 Investor semakin kritis untuk mencari tahu 
akan perlindungan, hak tanah serta harga yang didapat dengan 
berinvestasi. Kesinambungan antara pemasaran, promosi dan 
kesiapan daerah investasi haruslah menjadi perhatian pemerintah 
sehingga nantinya target investasi dapat terus tercapai

7	 Wawancara dengan Bapak Zaenal Abidin, Sekretaris Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat, 19 April 2016.
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BAB 8 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Walau sejarah mencatat penjajahan Jepang di Indonesia, 
kedua Negara terus menjalin kerjasama bilateral hingga saat ini. 
Bahkan Jepang merupakan salah satu dari tiga Negara investor 
terbesar ke Indonesia. Kerjasama yang terjalin juga merupakan 
efek dari instruksi Presiden dalam memberikan pengarahan 
kepada para diplomat agar meningkatkan diplomasi ekonomi 
dengan berupaya meningkatkan hubungan ekonomi antara 
Indonesia dengan negara-negara lainnya. Investasi menjadi salah 
salah satu hubungan yang dimaksud selain meliputi hubungan 
perdagangan dan kerjasama keuangan. Investasi yang diutamakan 
adalah masuknya investasi asing masuk ke Indonesia. Instruksi 
yang diberikan presiden sebenarnya bukanlah hal baru bagi 
para diplomat Indonesia di luar negeri mengingat keberadaan 
mereka adalah menjalin serta menjaga hubungan Indonesia dan 
luar negeri. Sehingga, pekerjaan para diplomat sebenarnya dalam 
menarik investor asing seharusnya tidaklah membutuhkan proses 
rumit dan lama namun tentunya didukung penguasaan ilmu 
dan kerjasama berbagai pihak di dalam negeri. Dengan langkah 
tersebut, upaya diplomasi melalui perundingan, negosiasi menjadi 
layak diperlukan dalam hubungan antar-negara.

Telah banyak kesepakatan kerjasama yang ditandatangani 
antara Indonesia dan Jepang. Hal ini berarti Indonesia betul-betul 
sangat serius untuk meningkatkan kerjasama di bidang investasi. 
Beragam upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan investasi 
asing ke Indonesia dengan berdasar pada diplomasi ekonomi 
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tersebut. Pada perkembangannya, peran diplomasi ekonomi juga 
manjadi semakin luas, dimana hal ini menjadi salah satu kunci 
dalam meningkatkan power suatu negara serta posisinya dalam 
skala internasional. Melalui diplomasi ekonomi, negara dan pelaku 
ekonomi dapat memperluas jaringannya dengan mitra dagang 
atau negara lain secara damai yang diharapkan dapat mencapai 
win-win solution. Indonesia dan Jepang memiliki berbagai prestasi 
kerjasama yang dapat dibanggakan, termasuk juga berbagai 
tantangan baru yang harus dihadapi bersama. Selama ini Jepang 
telah memberikan teknologi dan investasi besar yang diperlukan 
oleh Indonesia untuk membangun perekonomian Indonesia 
dan membuka lapangan kerja. Beragam tantangan dan upaya 
yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia hendaknya menjadi 
modal yang perlu dikembangkan sehingga investasi yang datang 
nantinya tidak hanya bertambah dari Jepang namun juga Negara-
negara dunia lainnya. 

Peningkatan kerjasama melalui pertemuan luar negeri 
perlu terus dilakukan. Komunikasi juga perlu dilakukan untuk 
bisa mengimplementasikan dari semua yang telah disepakati. 
Apabila komunikasi terus dilakukan secara intensif baik melalui 
pertemuan maupun forum investasi, hubungan luar negeri dalam 
investasi akan semakin baik dan semakin meningkat. Selain itu, 
diperlukan sinergi yang dapat dilakukan antara kebijakan dan 
perilaku pemerintah di dalam negeri melalui kegiatan kerjasama 
bilateral yang dilaksanakan diplomat Indonesia di luar negeri. 
Investor hendaknya tidak dipersulit dengan peraturan-peraturan 
yang dapat menyebabkan keengganan untuk berinvestasi. 
Kualitas SDM juga harus ditingkatkan dengan memberikan 
pelatihan-pelatihan tentang industrialisasi yang dapat diberikan 
secara berkala mengingat ilmu dan pengetahuan yang semakin 
berkembang seiring peningkatan teknologi. Peningkatan 
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kerjasama antar-negara hendaknya dapat dilakukan juga pada 
tingkat parlemen sehingga mampu mendukung pencapaian 
kerjasama dalam berbagai bidang terutama bidang perekonomian 
dan investasi.
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E P I L O G

Di tengah-tengah rivalitas kekuatan yang meningkat di 
antara major powers China, Jepang dan India, untuk bisa menjadi 
salah satu kekuatan utama baru di kawasan, masih banyak 
pekerjaan rumah yang harus dilakukan Indonesia. Ia, pertama-
tama, harus mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi 
rata-rata di atas 6-7 persen setahun untuk mengembangkan 
human capital agar dapat meraih bonus demografi dan memberi 
alokasi yang jauh lebih besar untuk anggaran belanja pertahanan 
atau kekuatan militernya. Kemudian, ia juga harus mampu 
mewujudkan konsolidasi demokratisnya, sehingga Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang menjadi mssuh utamanya di 
dalam negeri, dapat dieliminasi secara efektif. Dengan demikian, 
segala sumber daya yang ada, alam dan manusia, dapat digunakan 
secara optimal untuk mencapai tujuan nasional --mendukung 
munculnya Indonesia sebagai kekuatan baru di kawasan.   

Perubahan lingkungan strategis di kawasan yang dramatis 
di tengah-tengah keterbatasan kemampuan Indonesia dalam 
menyikapinya, tentu saja membutuhkan respons yang cerdas. 
Sebagai solusi alternatif, negeri ini perlu menilai kembali doktrin 
politik luar negeri bebas dan aktif yang telah digunakan sebagai 
landasan kebijakannya selama lebih dari 7 dasawarsa, sejak ia 
merdeka tahun 1945. Doktrin yang dibuat usai Perang Dunia  
(PD) II, dengan struktur atau konstelasi kekuatan global yang 
ditandai dengan munculnya dua negara adikuasa baru pemenang 
PD II, yakni AS dan Uni Soviet, yang tidak lama kemudian berubah 
dari sekutu menjadi seteru, setelah memasuki periode Perang 
Dingin, yang ditandai dengan kontestasi baru kekuatan. 
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Doktrin politik luar negeri bebas dan aktif yang dibuat dalam 
kondisi munculnya dua poros kekuatan dunia sudah tidak relevan 
lagi digunakan, mengingat dunia kini sudah polisentris, tidak 
lagi dimonopoli oleh kekuatan adidaya AS, tetapi juga dengan 
kehadiran China, Jepang, dan India sebagai major powers di 
kawasan. Sementara, Indonesia sendiri telah diperhitungkan akan 
muncul sebagai salah satu kekuatan baru di kawasan, dengan 
potensi pertumbuhan ekonominya dalam sampai tahun 2050. 
Sehingga, dalam tiga dasawarsa ke depan, tidak hanya ada ketiga 
negara yang disebutkan di atas, namun juga Indonesia dan Korea 
Selatan dan Australia, dalam jajaran major powers, sebagai bagian 
dari G-20. 

Adapun keseimbangan dinamis (dynamic equilibrium) 
yang diluncurkan Menlu Marty Natalegawa adalah konsep 
sekaligus doktrin alternatif yang realistis, pengganti mendayung 
di antara dua karang. Doktrin ini tampak merefleksikan adanya 
kepentingan pragmatis Indonesia yang harus diadaptasi dengan 
perkembangan lingkungan strategis yang sedang berjalan. Jadi 
tampak ada bedanya dengan doktrin semula yang bersandar pada 
paradigma politik bebas dan aktif. Di masa Menlu Natalegawa, 
dengan doktrin baru yang ia perkenalkan, Indonesia mendukung 
terwujudnya Pakta Indo-Pasifik (Indo-Pacific Treaty), dengan 
posisi Kepulauan Indonesia yang berada dalam 1 rim, di antara 
2 Samudra, yakni Hinda dan Pasifik,  yang sejalan dengan 
kepentingan India dan AS. Pakta ini merupakan respons Indonesia 
atas perubahan lingkungan strategis yang telah terjadi dewasa 
ini, di tengah-tengah terjadinya defisit kepercayaan atas ASEAN 
dan ancaman sengketa teritorial yang meningkat di antara negara 
anggotanya. 
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